BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG PERIZINAN BERUSAHA MELALUI
ONLINE SINGLE SUBMISSION

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dirumuskan bahwa adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.*’

Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual dan komprehensif,
maka perlu dibahas pengertian kata demi kata. Menurut Kotler dalam Sampara
Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu
kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak
terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara berpendapat,
pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam
interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik,

dan menyediakan kepuasan pelangga

40 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
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Sementara kata publik berasal dari Bahasa Inggris Public yang berarti
umum, masyarakat, negara. Kata public sebenarnya sudah diterima menjadi
Bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak. Sementara itu Inu
kencana mendefinisikan public adalah sejumlah manusia yang memiliki
kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan public
diartikan setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah
manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesatuan, dan menawarkan kepuasaan meskipun hasilnya tidak terkait pada

suatu produk secara fisik.*!

Menurut.Juniarso Ridwan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan
pelayanan public adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai
penyelenggara negara terhadap masyarakatnya guna memenuhi kebutuhan dari
masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Selain itu menurut Ketetapan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara
No.63/KEP/M.PAM/7/2003, pelayanan public adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan public sebagai

upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan maupun pelaksanakan

41 Juniarso Ridwan, Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa
Cendikia, Bandung, 2019,him.18
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk lebih mendetail, pelayanan

public ini akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok:*

a. Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu eplayanan yang menghasilkan
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh public, misalnya
status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan
penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini
antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte pernikahan, Akte kelahiran,
Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
(STNK), Iin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor dan sebagainya.

b. Kelompok Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,
penyedia tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.

c. Kelompok Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai
bentuk jasa yang dibutuhkan oleh public, misalnya pendidikan,

pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan
kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara, dalam hal ini negara
didirikan oleh public (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini

pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

42 Ibid,hIm.19.
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Kebutuhan ini harus dipahami bukanlah kebutuhan secara individual akan

tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

. Tujuan Dari Pelayanan Publik

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani
masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan
administrasi kepemerintahan dan/atau kebutuhan barang atau jasa publik.
Tujuan pelayanan publik semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang
menerima pelayanan. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas atas
diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan
baik dan buruknya pelayanan publik.

Secara teoritis, mengenai tujuan dari pelayanan publik pada dasarnya
adalah untuk memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasaan itu dituntut
kualitas pelayanan prima yang tercermin dari:*

a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti;

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggung-jawabkan sesuai

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

43 Ibid,him.20.
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c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan
pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip
efisiensi dan efektivitas;

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan dan harapan masyarakat;

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat
dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social, dan
lain-lain;

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan

publik.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik tujuan dari pelayanan public yaitu:

a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan publik;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;

c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan; dan
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d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Penekanan dalam pasal ini adalah memberikan kepastian hukum kepada
masyarakat yang menerima pelayanan. Dengan mewujudkan prinsip-prinsip
pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan
konsekuensi hukum kepada siapa yang memberikan pelayanan kepada siap
yang menerima layanan. Unsur yang paling penting dalam mewujudkan
pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah kompetensi sumber daya
manusia aparatur yang ditopang oleh intelektualitas yang tinggi serta perilaku

yang baik.

Tujuan pelayanan publik pada umumnya adalah bagaimana
mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau
dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada
publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan

dan disediakan oleh pemerintah. Lebih rincinya adalah sebagai berikut.

a. Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya;

b. Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers;

c. Berusaha memuaskan pengguna layanan, sesuai dengan yang diinginkan
mereka;

d. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas;

e. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan.
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3. Asas-asas PelayananPublik

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, para birokrat memiliki

pedoman khusus yang mejadi acuan dalam penyelenggaran pelayan

publik.Pedoman para birokrat itu salah satunya adalah asas-asas pelayanan

publik. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang pelayanan publik, dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa

asas pelayanan publik, tersebut adalah sebagai berikut:*

a.

Kepentingan umum, yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan
kepentingan pribadi dan/atau golongan;

Kepastian hukum, yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam
penyelenggaraan pelayanan;

Kesamaan hak, yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras,
agama, golongan, gender, dan status ekonomi;

Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan;

Keprofesionalan, yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi

yang sesuai dengan bidang tugas;

44 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,

2019, him.82
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f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,
dan harapan masyarakat;

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu setiap warga negara berhak
memperoleh pelayanan yang adil;

h. Keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang
diinginkan;

i. Akuntabilitas, yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam
pelayanan;

k. Ketepatan waktu, yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat

waktu sesuai dengan standar pelayanan.

B. Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara

1. Pengertian Perizinan

Pengertian dari izin (vergumning) adalah suatu persetujuan dari
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan
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perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.*’

Utrecht memberikan pengertian vergunning yaitu, bilamana pembuat
peraturan tidak umumnya melarang suatu pembuatan, tetapi masih juga
memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-
masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan
perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).

Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti
menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing
van een algemene verbodsregel in het concrete geval, (sebagai peniadaan
ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Hal pokok pada izin, bahwa sesuatu tindakan dilarang kecuali
diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang
bersangkutan dilakukan dengan cara-cara tertentu. Penolakan izin terjadi bila
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh penguasa tidak terpenuhi. Misalnya,
tentang hal ini adalah dilarang mendirikan suatu bangunan, kecuali ada izin
tertulis dan pejabat yang berwenang dengan ketentuan mematuhi persyaratan-
persyaratan.

Selain itu, menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi

pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu

“ Ibid, him.167.
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instrumen yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi. Pemerintah
menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para
warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari
ketentuan-ketentuan larangan peraturan larangan peraturan perundang-
undangan. Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan
umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari
pengertian izin.*®

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan
fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah terhadap
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk
pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan
sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi
perusahaan atau seseorang yang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan
suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku

usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

6 Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Yundika, Surabaya, 1993, him.2-3.
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Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum
administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.*’

Dengan memberikan izin, penguasa memperkenankan orang yang
memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya
dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya
pengawasan.

Dengan demikian, secara hemat perizinan merupakan upaya mengatur
kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada
kepentingan umum. Mekanisme perizinan yaitu, melalui penerapan prosedur
ketat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu
pemanfaatan lahan. Perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan
mekanisme pengendalian administrative terhadap kegiatan yang dilakukan oleh

masyarakat.*®

2. Sifat-Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha
negara yabng berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat

sebagau berikut:

47 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, 1993. Hal. 2.
48 Loc.cit,hlm.173.
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a. lzin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang
penerbitannya tidak terikat pada aturan dan hokum tertulis serta organ yang
berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam
memutuskan pemberian izin.

b. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang
penerbitannya terikat pada aturan dan hokum tertulis dan tidak tertulis serta
organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasan dan wewenangnya
tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan
mengaturnya. Misalnya izin IMB, izin HO, izin usaha industry, dan lain-lain.

c. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya mempunyai
sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat
menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi
anugerah kepada yang bersangkutan. Dalam arti, yang bersangkutan
diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa
keputusan tersebut. Misalnya SIM,SIUP,SITU,dan lain-lain.

d. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya mengandung
unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan
kepadanya. Disamping itu, izin yang bersifat memberatkan merupakan pula
izin yang memberi beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Misalnya, pemberian izin kepada perusahaan tertentu. Bagi mereka yang
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tinggal di sekitarnya yang merasa dirugikan izin tersebut merupakan suatu
beban.

e. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative
pendek, misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), yang hanya berlaku
untuk mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

f. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang menyangkut tindakan-
tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relative lama, misalnya izin
usaha industry dan izin yang berhubungan dengan lingkungan. Pembedaan
antara izin yang segera berakhir dengan izin yang berlangsung lama adalah
penting dalam hal kemungkinan penarikan kembali dan masa berlakunya
izin. Secara umum diakui bahwa setelah berlakunya tindakan-tindakan yang
memerlukan izin tersebut. Disamping itu mengenai masa berlakunya izin,
pembedaan diatas penting dalam hal penarikan kembali/pencabutan izin
manakala izin diberikan secara salah karena perbuatan tercela dari pemegang
1zin.

g. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat
atau kualitas pribadi dan pemohon izin.

h. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya tergantung pada

sifat dan objek izin misalnya, izin HO, SITU, dan lain-lain.*’

4 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta,
2019, him.173.
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1. Proses dan Prosedur Izin

Proses dan prosedur dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan,
proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan
oleh apparat/petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing
pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian
perizinan.*

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur-prosedur
tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping itu
harus menempuh prosedur tententu, pemohon izin juga harus memenuhi
persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh
pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-
beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instantsi pemberi izin.

Dalam hal pelaksanaan perizinan, lock of competencies sangat mudah
untuk dijelaskan. Pertama, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan
tidak ahnya sebatas pada aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari
aspek tersebut. Misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus
mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik
dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Seseorang yang dapat memperkirakan dampak yang bersifat

multidimensi memerlukan pengetahuan yang luas baik dari segi konsepsional

*0 Ibid,him.185-186.
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maupun hal-hal teknis. Dalam beberapa kasus, sangat sering ditemui aparatur
pelaksana yang tidak memiliki syarat pengetahuan yang dimaksud. Alhasil, izin
yang diberikan bias jadi akan menimbulkan dampak yang buruk dimasa yang
akan dating.

Kedua, proses perizinan membutuhkan dukungan keahlian aparatur
tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang
sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan
penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi ayng
sangat tepat untuk mengefisiensikan prosedur perizinan. Dengan demikian,
hamper semua sector perizinan dituntut untuk menggunakan system
komputerisasi dan apparat yang tidak memiliki keahlian untuk mengoprasikan
teknologi tersebut akan menjadi ganjalan. aparat yang demikian, masih sangat
banyak ditemui di lapangan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon
dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang
menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh
kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan
dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan
situasi demi kepentingan pribadi. Masih sangat sering dijumpai praktik-praktik
yang tercela dalam proses perizinan seperti suap dan sebagainya. Disamping
itu, masalah perilaku juga menjadi persoalan manakala prinsip good

governance dituntut untuk dilakukan dalam pelayanan perizinan. Sebab, masih
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jarang ditemui aparatur pelayanan yang memiliki sikap profesionalisme dan
mengedepankan prinsip costumer relationship manakala berhubungan dengan
pihak yang diberikan pelayanan.

Inti dari regulasi dan deregulasi proses perizinan adalah pada tata cara
dan prosedur perizinan. Untuk itu, isi regulasi dan deregulasi haruslah
memenuhi nilai-nilai sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak,
meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dengan yang dilayani,

memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

C. Sistem Online Single Submission

1. Sejarah Awal Online Single Submission
Dalam perjalanan awalnya Online single submission atau OSS

diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka menyederhanakan proses perizinan
berusaha. Disebut pertama kali dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun
2017, aturan pelaksanaan OSS tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2018. Tujuannya rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal
dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga
dan Pemerintah Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan
usaha dan/atau kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan
bukan sebaliknya menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan.
Penataan kembali dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan

tuntutan dunia usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global.
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Penataan kembali sistem pelayanan dilakukan terutama pada Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini mengingat berdasarkan Pasal 25 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, perusahaan
penanaman modal yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib
memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari
instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-
undang. Kemudian pada ayat (5) diatur bahwa pelayanan terhadap izin untuk
melakukan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan melalui PTSP.
Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan
menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling
signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik (OSS). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan
Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin
Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS itu pula,
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha
yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
pemerintah merasa perlu ditetapkannya suatu Peraturan Pemerintah tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Atas dasar
keinginan tersebut, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang
mengatur ketentuan mengenai:

a. Jenis, Pemohon, dan Penerbit Perizinan Berusaha;
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b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;

c. Reformasi Perizinan Berusaha Sektor;

d. Sistem OSS;

e. Lembaga OSS;

f. Pendanaan OSS;

g. Insentif atau Disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;

h. Penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS;
dan

i. Sanksi.

. Pengertian Online Single Submission

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single
Submission yang (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang
terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. (PP
No. 24/2018). Dengan diterbitkannya PP No. 24/2018, seluruh peraturan
perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dari pada Peraturan
Pemerintah seperti: Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga,
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah harus mengikuti dan melakukan

penyesuaian dengan sistem OSS. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan
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peningkatan penanaman modal dan berusaha serta mempermudah Pelaku
Usaha, baik perorangan maupun non perorangan. Untuk mempermudah
pendaftaran/pengurusan perizinan kegiatan usaha seperti misalnya Izin
Lingkungan, Izin Mendirikan Bangunan, dan lain sebagainya.’!

Online Single Submission (OSS), adalah Sistem pengurusan izin
berusaha yang saat seorang pelaku usaha ingin membuat usaha baru atau sudah
memiliki sebuah usaha. Pelaku usaha dapat mendaftarkan semua usaha yang ia
miliki, berapapun jumlahnya, dan pada skala apapun

Online Single Submission sering juga disebut dengan singkatan OSS.
Penggunaan OSS ini biasanya dilakukan dalam hal pengurusan izin berusaha
oleh para pelaku usaha. Jadi bila ingin berusaha atau memiliki sebuah usaha
maka bisa melakukan pengurusan OSS ini. Usaha yang dirintis tidaklah terbatas.
Maksudnya adalah semua jenis usaha bisa diperoleh izinnya melalui pengurusan
OSS ini. Baik usaha dengan tingkat mikro maupun usaha kecil dan usaha
menengah hingga usaha berkelas besar sudah seharusnya mendapatkan izin
untuk berdiri dan beroperasional. Baik usaha perorangan maupun usaha dalam
bentuk badan usaha atau lembaga juga perlu izin untuk berdiri dan
beroperasional.

Usaha yang baru dan sudah lama berdiri sudah seharusnya mengurus

OSS sebelum beroperasional. OSS sendiri sebenarnya memiliki arti yang sama

51 peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik.
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dengan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Jadi OSS ini bisa
pula diartikan sebagai perizinan untuk berusaha yang tentunya diterbitkan oleh
lembaga OSS. Perizinan berusaha ini diterbitkan atas nama menteri dan
pimpinan lembaga atau atas nama gubernur dan bupati atau wali kota.
Penerbitan izin berusaha ini diberikan kepada para pelaku usaha dengan melalui
sistem elektronik yang telah terintegrasi.

Dengan adanya izin dari lembaga yang berwenang ini maka berarti
sesorang atau pelaku usaha telah disetujui untuk mendirikan sebuah usaha dan
menjalankan usaha tersebut. Selanjutnya hanya tinggal menjalankan usaha
berdasar pada peraturan atau kebijakan yang berlaku saja. Cara menjalankan
usaha juga sudah menjadi hak sebagai pemilik usaha sehingga usaha secara
bebas bisa beroperasional. Untuk mendukung jalannya usaha maka bisa
menggunakan modal dari mana saja baik modal yang berasal dari dalam negeri

maupun modal dari pihak asing atau luar negeri.



